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ABSTRAK

Ada anggapan yang sangat kuat di masyarakat bahwa berurusan dengan
birokrasi sangat merepotkan, berbelit-belit, dan terkadang menggunakan biaya
ekstra. Kondisi ini tentu memiliki akar persoalan yang dalam, mulai dari sistem
yang digunakan hingga terbatasnya kemampuan sumber daya manusia sampai
fasilitas-fasilitas negara yang kurang memadai. Apalagi ditengah era otonomi
daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menata kehidupan
masyarakat lokal, oleh karena itu anggapan tersebut harus dihilangkan dengan
dengan memperbaiki birokrasi pemerintahan di daerah baik dari internal
pemerintahan daerah itu sendiri ataupun dari eksternal pemerintahan tersebut.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang pertama
kali membentuk lembaga pengawas eksternal dalam hal pelayanan publik.
Lembaga tersebut adalah Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) yang berfungsi
untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah dan penegak hukum dalam
pelayanan publik. Hadirnya lembaga ini tentunya memberi pengaruh dalam tata
pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu dalam skripsi ini
akan dibahas lebih lanjut tentang Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut
maqasid asy-syari’ah dan juga aplikasi konsep maqasid asy-syari’ah terhadap
mekanisme penanganan kasus oleh Lembaga Ombudsman Daerah DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk
menganalisa keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut maqgasid
asy-syari’ah dan menjelaskan aplikasi magasid asy-syari’ah dalam penanganan
kasus-kasus di Lembaga Ombudsman Daerah DIY, sehingga penelitian ini
bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan
normatif dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya
diharapkan dapat menganalisa dengan jelas keberadaan Lembaga Ombudsman
menurut maqasid asy-syari’ah dengan tehnik pengumpulan data melalui
wawancara dan observasi.

Berdasarkan ‘hasil ' penelitian dapat = disimpulkan' bahwa Lembaga
Ombudsman ;Daerah DIY dapat dikategorikan kepdalam magqasid al-hajjiyyat
(tujuan sekunder) dalam upaya pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih
sebagai tujuan primernya. Sedangkan dalam penanganan kasus yang dilakuakan
oleh Lembaga Ombudsman Daerah DIY ‘mulai dari tahap pelaporan, klarifikasi,
mediasi sampai rekomendasi merupakan aplikasi dari magqasid asy-syari’ah yaitu
dalam rangka menjaga agama (hifzu al-din), menjaga jiwa (hifzu an-nafs),
menjaga akal (hifzu al-‘aql), menjaga keturunan (hifzu al-nasl) dan menjaga harta
(hitzu al-mal).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa pakar hukum mengungkapkan bahwa pada saat ini posisi
hukum di Indonesia mengalami kemunduran. Hukum yang diharapkan dapat
menjadi pendukung bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, ternyata
hanyalah berupa aturan-aturan kosong yang tak mampu menjawab persoalan
dalam masyarakat. Hukum terkadang hanyalah menjadi legitimasi penguasa
dalam menancapkan ketidakadilannya pada masyarakat. Singkatnya, ada jarak
yang semakin jauh antara law in books dengan law in action.'

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam
rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda
penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat
sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat
peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai ke tingkat Peraturan
desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir.dan berbagai aspek perilaku
masyarakat * hukum kita ke ‘arah” kondisi "yang sesuai~dengan tuntutan

perkembangan-zaman®. Reformasi hukum “pada intinya adalah meluruskan

kesadaran bahwa ketika orang berbicara tentang hukum berarti secara implisit

' Ahmad Bahiej “Refleksi dan Relevansi Pemikiran Mazhab-mazhab Hukum bagi

Pengembangan Ilmu Hukum”, SOSIO-RELIGIA, Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Vol 1, No.
4, Agustus 2002, hlm. 39.
* Jimly Asshiddigie, “Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional” makalah
disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang: Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi
Sistem Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
Jakarta, 27 September 2000, hlm. 1.



berbicara tentang keadilan, namun yang terjadi sampai saat ini hukum bukan
berarti kedilan, penegak hukum bukan berarti penegak keadilan.?

Keinginan untuk menegakkan hukum serta pranata-pranata mengenai
bidang hukum di Indonesia telah demikian banyak, namun tuntutan akan
perbaikan hukum justru menjadi semakin banyak. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa masalah perbaikan hukum bukanlah terletak pada produk ataupun
materi hukum dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Perundang-
undangan. Akan tetapi masalah hukum yang menjadi tuntutan tersebut adalah
mengenai penegakan serta penerapan hukum atau law enforcement. Wilhelm
Ludsted menyatakan “hukum itu bukan apa-apa (law is noting), ia baru
memiliki makna setelah ditegakkan”.4

Bahkan MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian bidang
hukum atau penegakan hukum masih'jauh dari harapan banyak orang karena
aparat penegak| hukum “belum ' dapat menjadi tempat untuk memperoleh
kadilan, "kapastian hukum ‘serta memberi perlindungan. Institusi penegak
hukum belum menjadi tempat yang dapat dipercaya dalam memberi

pelayanan, rasa aman serta suasana tertib bagi masyarakat.

* Antonius Sujata, “Peran Ombudsman dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” dalam Antonius Sujata dan RM Surachman,
Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional (Jakarta: Komisi Ombudsman
Nasional, 2002), him. 2.

* Ibid, him. 3.



Dengan kata lain tantangan terbesar yang kita hadapi selama ini
adalah bagaimana membangun kredibilitas agar mayoritas rakyat patuh serta
mau bekerjasama dengan pemerintahnya. Kredibilitas dapat diproses serta
dikembangkan melalui program-program yang memberi kesejahteraan kepada
banyak orang ataupun dengan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat. Dalam bidang hukum peran penegak hukum sangat diharapkan
untuk dapat melaksanakan kewajibanya dengan memberi jaminan kepastian,
persamaan, ketidakberpihakan serta ketentraman kepada para pencari
keadilan.’

Selama lebih dari tiga dasawarsa pada era Orde Baru peran kekuasan
pemerintah (eksekutif) sungguh amat dominan sehingga masyarakat lebih
banyak menjadi subyek. Masyarakat yang semestinya memiliki peran
melakukan pangawasan justru lebih banyak diawasi.

Perkembangan proses demokrasi di Indomesia ditandai dengan
berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam
sistem dan struktur kekuasaan negara. Berdasarkan Konstitusionalnya, di luar
ketentuan UUD | 1945 terdapat lembaga-lembaga yang disebut komisi negara
atau lembaga negara ‘pembantu (stafe auxiliary agencies). Komisi-komisi
tersebut merupakan badan khusus untuk menjalankan fungsi tertentu dan

selalu diidealkan bersifat independen®.

5 Ibid, hlm. 4.

6 Firmansyah Arifin dkk (Ed.), Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar
Lembaga Negara, cet.1 (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005), him. 3-4.



Salah satu diantara komisi-komisi tersebut adalah Komisi
Ombudsman Nasional (KON) yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 44
Tahun 2000 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Tugas utama
komisi ini adalah menyebarluaskan pemahaman mengenai Komisi
Ombudsman, melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para ahli,
praktisi, dan organisasi profesi lainnya.” Selain itu, komisi ini ini melakukan
langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya
penyimpangan oleh penyelenggara negara baik dalam melaksanakan tugasnya
maupun dalam memberikan pelayanan umum.

Mengenahi pelayanan publik di berbagai daerah selalu menjadi
sumber berbagai keluhan masyarakat. Seperti mengurus akta kelahiran,
mengurus perpanjangan KTP, perpanjangan STNK, mengurus paspor dan
sejenisnya, merupakan kegiatan yang dijauhi warga masyarakat.
Keterpaksaanlah yang membuat masyarakat bersedia memanfaatkan “jasa”
tersebut. ‘Karena keengganan'itu’ pulalah 'midncul- jasa-jasa pengurusan. Orang
yang enggan berurusan dengan para pelayan publik rela merogoh dompet
lebih dalam. Situasitersebut dapat menimbulkanidualisme kualitas pelayanan,
yaitu layanan “biasa” yang cenderung memburuk dan terhambat (atau
dihambat) dan layanan tol” yang merupakan hasil kerjasama antara para

penjual jasa pengurusan dan pelayanan publik.

7 Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.



Hal ini diperparah oleh konsekuensi dari pelaksanaan otonomi dan
desentralisasi dearah, yaitu terjadinya pengalihan tugas dan tanggung jawab
pengelolaan potensi sumber daya, administrasi, kekuasaan pemerintah, dan
yang terpenting adalah pelayanan umum sebagai tugas utama pemerintah
daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota. Untuk mengawal proses
pelaksanaan wewenang dan urusan tersebut, kehadiran lembaga pengawas
daerah sangat diperlukan karena keberadaanya akan menjadi wadah bagi
masyarakat yang ingin berpartisipasi melakukan pengawasan kepada
penyelengara pemerintah  di daerah®, sehingga mampu mendorong
terwujudnya prinsip-prinsip Good Governance.

Salah satu elemen pengawasan yang dibentuk oleh Pemerintah
Provinsi DIY adalah Lembaga Ombudsman Daerah.” Pembentukan LOD
merupakan sebuah sejarah, yang pertama dibentuk di tingkat provinsi di
Indonesia. Keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi
keberlanjutan proses menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik
khususnya di'Daerah ‘Istimewa Yogyakartal "LOD! didesain sebagai lembaga
independen ' dan' lembaga publik yang diyakini dapat menjamin akses dan
kontrol masyarakat dalam partisipasi’ pengawasan Kinerja pelayanan publik
bagi masyarakat, dan diharapkan mampu menjadi salah satu institusi yang

dapat mempercepat terjadinya perbaikan pelayanan publik dan birokrasi

8 Budhi Masthuri, “Ombudsman Daerah, Upaya untuk Mencegah Desentralisasi
Korupsi”, dalam Sunaryati Hartono, (ed.), Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Jakarta: Komisi Ombudsman
Nasional, 2005), hlm. 124-125.

? SK Gubernur Nomor 134 Tahun 2004 tentang Lembaga Ombudsman Daerah DIY.



pemerintahan secara efektif. Komitmen dan peneguhan dukungan
(endorsement) yang nyata dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana
X terhadap pembaruan tata pemerintahan dan kepatuhan penerapan prinsip-
prinsip good governance beserta upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi
Ombudsman Daerah, dapat menjadi contoh dan penyangga keberadaan LOD.

Pembentukan LOD DIY didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur
Nomor 134 Tahun 2000 tentang Pembentukan Ombudsman Daerah DIY.
Keputusan Gubernur memberi mandat kepada anggota Ombudsman Daerah
yang telah terpilih, untuk menyiapkan draf Peraturan Daerah. Pemberian
mandat ini sekaligus merupakan strategi untuk meyakinkan masyarakat dan
jajaran penyelenggara Pemerintah Daerah, bahwa Ombudsman Daerah yang
dibentuk dengan SK Gubernur itu bersifat transisional dan mengarah pada
bentuk Ombudsman Parlementer sehingga nantinya benar-benar independen
dari kekuasaan eksekutif.

Karena Lembaga Ombudsman Daerah tergolong lembaga baru, maka
pada masa awal Islam.yaitu pada masa Rasulullah'SAW ‘dan Khalifah belum
dikenal adanya lembaga ini. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka
penelitian inisakan /mencoba menelusuri keberadaan Lembaga Ombudsman
Daerah DIY secara komperhensif serta akurat yang selanjutnya dipotret
memalui kaca mata hukum Islam, dalam hal ini melalui perspektif magasid

asy-syari’ah.



B. Pokok Masalah
Dari uraian di atas di dapat pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut
maqasid asy-syari’ah?
2. Bagaimanakah aplikasi konsep maqasid asy-syari’ah terhadap mekanisme

penanganan kasus oleh Lembaga Ombudasman Daerah DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Menganalisa keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut
magqasid asy-syari’ah.

b. Menganalisa aplikasi konsep  maqgasid asy-syari’ah terhadap
mekanisme penanganan kasus oleh Lembaga Ombudsman Daerah
DIY.

2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Penelitian - dapat ‘'memperkaya referensi. kepustakaan, khususnya
memberikan. pemahaman baru pada masyarakat tentang keberadaan
Lembaga Ombudsman.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum di Indonesia dan
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang

ketatanegaraan.



D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha
melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang
berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, dan lain-lain yang mempunyai
relevansi dengan penelitian ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun, karya-karya yang membahas
tentang Lembaga Ombudsman ini tergolong relatif sedikit, dikarenakan
lembaga ini termasuk lembaga baru. Apalagi karya-karya yang berhubungan
dengan Lembaga Ombudsman dalam kaca mata hukum Islam secara khusus
bisa dikatakan belum ada.

Adanya pemikiran (rasional) tentang perlunya lembaga ombudsman
di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak lama. Berdasarkan hasil
penelusuran pustaka, sebelum terbentuknya Komisi Ombudsman Nasional,
beberapa sarjana mengungkapkan pendapatnya tentang pentingnya
pembentukan lembaga ombudsman di Indonesia.'® Kemudian dalam seminar
"Fungsi Ombudsman Dalam 'Negara Demokrasi” 'di"Jakarta pada tanggal 23-
24 Agustus: 1999, terungkap pemikiran pemikiran para pakar tentang latar
belakang dan arti pentingnya lembaga ombudsman bagi Indonesia. Sunaryati
Hartono, pembicara dalam seminar tersebut menyatakan, bahwa negara-negara
demokrasi mengangap perlu untuk mengadakan atau menghidupakan kembali

pranata dan lembaga ombudsman dalam rangka (tetap) memungkinkan

10 Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005), hlm. 9.



keluhan masyarakat tersalurkan.''

Sementara itu, H.P Panggabean
menyatakan, bahwa latar belakang terbentuknya ombudsman berkaitan dengan
upaya untuk membendung peluang pemegang kekuasaan menyalahgunakan
kekuasaannya, dan berkaitan dengan upaya pencapaian kepastian hukum
dalam penegakan hukum."?

Setelah terbentuknya Komisi Ombudsman Nasional, kemudian
banyak tulisan-tulisan dan seminar tentang ombudsman, antara lain di Jakarta
tanggal 3-4 Juli 2000 dan di Surabaya tanggal 6 Juli 2000. Dalam seminar
tersebut, Antonius Sujata selaku pelaku sejarah pembentukan Ombudsman
Nasional dan sebagai ketua Ombudsman Nasional yang pertama di Indonesia
menyatakan bahwa latar belakang Komisi Ombudsman didirikan adalah
untuk: (1) Menghadapi penyalahgunaan kekuasaan; (2) Membantu aparatur
negara dalam melaksanakan pemerintahan secara efisien dan adil; (3)
Memaksa para pemegang kekuasaan untuk melaksanakan
pertanggungjawaban dengan baik."?

Komisi Ombudsman Nasional ((KON) menerbitkan beberapa buku

yang berisi artikel-artikel dan. kumpulan =makalah, diantaranya adalah

""" Sunaryati Hartono, "Ombudsman sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Pembela Hak

Azasi Manusia", makalah disampaikan pada seminar tentang: Fungsi Ombudsman Dalam Negara
Demokrasi, diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-24 agustus, 1999,
hlm. 26.

12 H.P.Panggabean, "Tugas Ombudsman dalam Penyelenggaraan Peradilan", makalah
disampaikan pada seminar tentang: Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi,
diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-24 agustus, 1999, hlm. 3 dan 5.

13 Antonius Sujata, "Prospek Efektifitas Komisi Ombudsman Nasional", Makalah
disampaikan pada seminar tentang: Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Meningkatkan
Pemerintahan yang Baik, Jakarta-Surabaya, 3-4 dan 6 Juli 2000, hlm. 10.
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Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional™ yang ditulis
oleh Antonius Sujata dan RM Surachman. Buku ini berisi artikel-artikel dan
kumpulan makalah yang coba membandingkan lembaga ombudsman di
Indonesia dengan lembaga ombudsman di luar negeri, dan diakhiri dengan
rekomendasi ombudsman Indonesia dalam hal proses penyelidikan kasus dan
juga kewenangan ombudsman Indonesia yang terbatas dikarenakan hanya
berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Selanjutnya buku Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi Serta Pelaksnaan Pemerintahan yang Baik®, yang juga
diterbitkan oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON) tahun 2005. Buku ini
berisi artikel-artikel dan kumpulan makalah tentang peranan ombudsman
dalam pencegahan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good
governance).

Kemudian buku yang ditulis oleh Galang Asmara, Ombudsman
Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia'®. Buku ini
menempatkan: Ombudsman sebagai lembaga’pengawas masyarakat dan juga
sebagai lembaga perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia.

Akan tetapi buku-buku di atas pembahasanya’lebih menekankan

pada Ombudsman Nasional, dan hanya sedikit yang menyinggung tentang

14 Antonius Sujata dan RM Surachman, Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman
Internasional (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002).

'S Sunaryati Hartono (ed.), Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan
Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional,
2005).

16 Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005).
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Ombudsman Daerah. Oleh karena itu sangat berbeda dengan penelitian ini
yang lebih menekankan pada Lembaga Ombudsman Daerahnya.

Buku yang membahas Ombudsman di tingkatan daerah adalah
Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih"
karangan Eko Prasetyo dkk. Buku ini berisi artikel-artikel yang membedah
pentingnya ombudsman di daerah agar terwujud pemerintahan daerah yang
bersih. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah kaca mata yang penyusun
pakai dalam menelaah keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah, yaitu
melalui perspektif maqasid asy-syari’ah.

Kemudian kitab yang membahas kajian tentang konsep magqasid asy-
syari’ah adalah al-Muwatfagat'®, karya asy-Syatibi. Asy-Syatibi menempatkan
‘ilal (motif-motif) sebagai maqasid asy-syari ah. ‘Ilal didapatkan dari analisis
terhadap prinsip-prinsip umum dalam nash bukan mencari sandaran dalam
teks-teks spesifik. Sehingga sekalipun nas tidak menyebutkan secara spesifik
dan eksplisit, maqasid asy-syari’ah tetap dapat ditemukan dengan cara-cara
yang tidak keluar dari kandungan nas.

Buku lain- yang \membahas- maqasid asy-syari’ah adalah Konsep
Magqasid'al-syari’all Menuwut al-Syatibi* yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri

yang membahas tentang konsep maqasid asy-syari’ah menurut asy-Syatibi

7 Eko Prasetyo dkk, Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan
Daerah yang Bersih (Yogyakarta: PUSHAM UIL, 2003)

'8 Asy-Syatibi, Al-Muwatagat £i Usul asy-Syari ah (t.t.p: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t)

1 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996).
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dengan jelas dan detail, sehingga menjadi buku utama yang sangat membantu
bagi penelitian dalam skipsi ini.

Penelitian ini tidak lepas dari karya-karya tulis lain yang berkaitan
dengan penelitian ini, akan tetapi yang membedakan dari pada karya-karya
lain adalah terletak pada kacamata atau perspektif yang penyusun pakai yaitu
perspektif maqasid asy-syari’ah. Sementara karya-karya yang lain belum ada
yang menjadikan magqasid asy-syari’ah sebagai titik tolak untuk meneliti
keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah, apalagi di Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY).

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan aturan keagamaan yang mengatur perilaku
kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya dikarenakan karateristiknya
serba mencakup semua persoalan, sehingga hukum Islam menempati posisi
sentral di tengah-tengah umat Islam. Itulah sebabnya para pengamat barat
menilai bahwa “adalah mustahil memahami' Islam tanpa memahami Hukum
Islam™ >

Setiap ‘sistem hukum ‘mempunyai asas dan prinsip yang menjadi
dasar hukum itu. Hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong

manusia untuk menggunakan akal fikirnya dan mengisi hidupnya dengan

20 Joseph Schact, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford at the clarendon
Press, 1971), hlm. 1.
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amalan-amalan yang baik dan berguna sejalan dengan fitrah manusia yang

sehat.”! Sesuai dengan firman Allah SWT:

0 godas ¥ el 5150 s Vg gad Y1 pn B o e Sder £
Hakikat hukum Islam sebenarnya adalah untuk menjamin
kemaslahatan manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Kemaslahatan ataupun kebaikan yang dimaksudkan di dunia ini berarti
kesejahteraan lahir batin, pangan, sandang, dan papan (rumah), pendidikan,
serta lingkungan yang aman dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.23

Setelah Nabi SAW wafat, perubahan-perubahan sosial yang terjadi
dan peristiwa-peristiwa baru yang tidak dapat lagi ditanyakan status
hukumnya dan tidak disebutkan dasar hukumnya dalam al-Qur’an maupun as-
Sunnah secara gar’7, maka diperlukan pengembangan hukum yang
mendasarkan diri pada al-Qur’an dan as-Sunnah.**

Dalam istilah usul al-figh, pengembangan hukum Islam disebut
ijtihad. Ijtihad secara umum itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berfikir
optimal dalam menggali hukum .Islam dari sumbernyauntuk: memperoleh
jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Antara ijtihad-di satu sisi, dengan tuntutan perubahan sosial di sisi lain,

2L Masjfuk Zuhai, Pengantar Hukum Islam, Cet ke-1I (Jakarta: PT. Inti Idayu Press,

1990), him. 21.

22 Al-Jasiyah (45): 18.

3 Muhammad Nur Mutdawan, Dinamika Hukum Islam, Tinjauan Sejarah

Perkembangannnya (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5SBIP, 1985), hlm. 35-36.

** Muh al-Bagqir, “Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq
Basri (ed.), Ijtihad dalam Sorotan, cet III (Mizan: Bandung, 1994), him. 153.
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terdapat suatu interaksi ijtihad. Baik secara langsung maupun tidak langsung
dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan antara lain
oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Sedangkan disadari bahwa
perubahan-perubahan sosial itu diberi arah oleh hukum, sehingga dapat
mewujudkan kubutuhan dan kemaslahatan manusia.

Maka dalam rangka pembaruan hukum Islam, ijtihad dapat berupa
penetapan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan
hukumnya, atau penetapan hukum baru untuk menggantikan hukum lama
yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kemaslahatan umat manusia
dewasa ini.”

Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan As-Sunnah,
tetapi harus mendasarkan pada petunjuk al-Qur’an dan As-Sunnah.”® Karena
itu ijtihad harus menjaga idealitas syari’ah. Manifestasinya adalah dengan
mewujudkan tujuan-tujuan syari’ah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia
di dunia maupun akhirat, yang dalam istilah usul al-figh disebut maqasid asy-
syari’ah yang berarti tujuan-tujuan diberlakukanya hukum.

Secara lugawi (bahasa), maqasid asy-syari ah terdiri dari dua
kata, yakni' maqasiddan asy-syari ah. Magasid jamak dari kata magsid yang

berarti tuntutan, kesengajaan, atau tujuan.27 Sedangkan asy-syari’ah secara

%5 Iskandar Usman, Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam, Cet 1, (Jakarta: LSIK,
1994), hlm. 113.

** Ali Yafie, “Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam”, dalam Haidar Bagir dan
Syafiq Basri (ed.), Ijtihad dalam Sorotan, cet III (Mizan: Bandung, 1994), hlm. 72.

*" Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed.) (London:
MacDonald & Evans LTD, 1980), him. 767.
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bahasa berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan
kearah sumber pokok kehidupan.®® Menurut istilah magasid asy-syari’ah
adalah al-ma’ani allati syuri’at laha al ahkam (kandungan nilai yang menjadi
tujuan pensyariatan hukum). Jadi maqasid asy-syari’ah adalah tujuan-tujuan
yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Dalam karyanya al-Muwafaqat, asy-Syatibi mempergunakan kata
yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid asy-syari’ah. Kata-kata itu ialah
maqasid  asy-syari’ah, —al-maqasid asy-syar’iyyah i asy-syari’ah, dan
maqashid min syari’ al-hukm. Pada hemat penyusun, walau dengan kata-kata
yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang
diturunkan oleh Allah SWT.*

Pentingnya pertimbangan magasid asy-syari’ah dalam ijtihad
merupakan upaya agar hukum dapat dilembagakan sesuai dengan tujuan-
tujuan syari’ah. Dalam perspektif wusu/ al-figh, para ulama usul al-figh
menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Metode-metode itu
antara lain | Qiyas, Istislah, Ihtishab, dan' ‘Urf. Penerapan metode tersebut
dalam praktiknya berpijak pada maqasid asy-syari’ah.

Kajian tentang maqasid asy-syari’ah mendapat perhatian dan tempat
yang istimewa di kalangan ulama’ usu/ al-figh dan para pakar hukum Islam
terkemuka, karena mereka menempatkan maqgasid asy-syari’ah sebagai

landasan filosofis dalam menentukan hukum.

140.

28 Fazlurrahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm.

¥ Asafri Jaya Bakri, Konsep Magqashid Syari’ah menurut al-Syatibi, hlm. 64.
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Asy-Syatibi merumuskan lima tujuan pokok hukum Islam, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dia memandang bahwa
semua kewajiban (Taklif), diciptakan dalam rangka merealisasikan
kemaslahatan hamba. Penerapan magasid asy-syari’ah secara umum bertitik-
tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-
hukum Allah menunjukkan kemaslahatan.”® Dalam usaha mewujudkan tujuan
kemaslahatan tersebut ia membagi maqgasid asy-syari’ah menjadi tiga
peringkat, yaitu: maqasid ad-daruriyyah, maqasid at-tahsiniyyah, maqasid al-
hajiyyah. Pengkategorian ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan
kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia yang mengacu kepada
upaya pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang disyari’atkan
Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.’’

Al-Maslahah dan maqasid asy-syari’ah merupakan dua terma kata
yang melekat dan inhern. Hal ini disebabkan karena mas/ahah dalam setiap
pembahasannya selalu berkaitan dengan magasid asy-syari’ah.>* Disamping
itu dari sisi fa 7if secara amum ‘ulama’ ‘wsul al-figh mempunyai konsensus
bahwa maslahah adalah penjagaan terhadap magasid asy-syaid ‘ah.? Adapun

menurut asy-Syatibi , yang merupakan /keharusan (keniscayaan) adalah

30 Asy-Syatibi, Al-Muwafagat, 1 : 6-8.

31 <Abd al-Wahhab al-Khallaf, Ilmu Ushul Figh, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad
Qolib, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), him. 311-312.

32 M. Kholid Mas’ud, F ilsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih bahasa Yudian
W Asmin, hlm. 229.

3 Asy-Syatibi, Al-Muwatagat, 1: 284.
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penjagaan terhadap agama (hifzu al-din), jiwa (hifzu an-nafs), akal (hifzu al-
‘agl), keturunan (hifzu al-nasl) dan harta (hifzu al-mal). Oleh karena itu segala
yang mengandung penjagaan terhadap usu/ al-hamsah ini dinamakan al-
maslahah. Secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa penjagaan terhadap
magqasid asy-syari’ah merupakan manifestasi dari a/-mas/ahah. Hal ini sesuai
dengan qaidah fikih:

Hedlaall Cla e (Sl auliadl ¢ )

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini demi mencapai hasil yang valid,
yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti, maka dari itu
dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun
pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian * lapangan - (field " research), ‘bertujuan ' untuk menjelaskan
keberadaan ' Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut maqgasid asy-
syari’ah yang digolongkan 'dalam jenis ‘penelitian korelasional yaitu
penelitian yang bertujuan mengetahui keeratan hubungan di antara

variable-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap

34 Asjmuni A. Rahman , Qa’idah-qa’idah Figih, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
hlm. 75.
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variasi variable-variabel yang bersangkutan, sehingga data yang diperoleh
merupakan data alamiah seperti apa adanya.3 >
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan
menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik, mengenai keberadaan
Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut maqasid asy-syari’ah.
Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana
adanya,’® untuk kemudian dianalisis dengan konsep magqasid asy-syari’ah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,
penyusun menggunakan metode sebagai berikut:
a. Observasi
Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan
pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,”’
yakni dengan mengamati secara langsung terhadap data-data yang ada
di Lembaga Ombudsman Daerah DIY.

b. Interview/wawancara

% Saifuddin Azwar, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1990), him. 21.

36 Ibid, hlm. 63.

37 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, cet. Ke-XXIX, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997),
hlm. 156.
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Metode interview/wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang
digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara
bertanya langsung kepada 1resp0nden.3 ¥ Metode ini digunakan untuk
memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan
dalam penelitian ini adalah Pengurus Lembaga Ombudsman Daerah
DIY. Dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data
yang berkaitan dengan Lembaga Ombudsman Daerah DIY.
4. Metode Analisis Data
Agar mendapat data penelitian yang lebih akurat, maka penyusun
menggunakan analisis data kualitatif*® dengan metode berfikir deduktif-
induktif. Dalam bab II sampai III dijelaskan menggunakan metode berfikir
deduktif®, Setelah dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian,
kemudian dilakukan analisis data kualitatif menggunakan metode berfikir
induktif*! dengan melihat keberadaan dan peran Lembaga Ombudsman
Daerah DIY yang dikaitkan dengan aplikasi konsep magqasid asy-syari’ah.

5. Pendekatan Penelitian

3% Masri Singarimbun dan Soyan Efendi (ed.), Metode: Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES,
1989), hlm. 192.

% Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, Metode
Penelitian, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

0 Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan
yang bersifat khusus.

*! Induktif adalah kebalikan dari deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat
khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
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Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan Pendekatan
normatif, yaitu: pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas
hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur’an, al-Hadist, dan kaidah usu/ al-
figh, dalam hal ini konsep maqasid asy-syari’ah terhadap keberadaan

Lembaga Ombudsman Daerah DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi
kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikannya secara
sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab
yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali
dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang
signifikasi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka' teoretik;, metode penelitian dan sistematika ‘penulisan. Bab ini
diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan
bab-bab berikutnya.

Bab kedua, adalah membahas tentang konsep magqasid asy-syari’ah
secara umum, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian dari maqasid
asy-syari’ah itu sendiri, dan juga pembagian maqasid asy-syari’ah serta

maqasid asy-syari ah sebagai pisau analisa.
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Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka
penyusun ingin mengantarkan para pembaca pada gambaran umum obyek
penelitian dengan mengetengahkan sekilas profil dari Lembaga Ombudsman
Daerah DIY yang memuat sejarah Ombudsman, pengaturan kelembagan
Lembaga Obudsman Daerah DIY dan dilanjutkan dengan meknisme
penanganan kasus oleh Lembaga Ombudsman Daerah DIY.

Kemudian bab keempat, yang merupakan analisis, yang membahas
tentang keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut magqasid asy-
syari’ah, dan dilanjutkan dengan analilsis terhadap aplikasi konsep magqasid
asy-syari’ah terhadap mekanisme penanganan kasus oleh Lembaga
Ombudasman Daerah DIY.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan

saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.









BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penyusun membahas dan mempelajari serta meneliti keberadaaan

Lembag Ombudsman Daerah DIY menurut Magasid asy-Syari’ah, akhirnya ada

beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan :

1. Lembaga Ombudsman Daerah DIY merupakan sebuah lembaga pengawas
eksternal pemerintahan daerah dalam hal pelayanan publik, jadi Lembaga
Ombudsman Daerah masuk dalam kategori magasid al-hajjiyyah. Artinya
Lembaga Ombudsman dibutuhkan untuk mencapai tujuan primer (magasid
ad-daruriyyah) yaitu pemerintahan yang baik dan benar.

2. Mekanisme penanganan kasus oleh Lembaga Ombudsman Daerah mulai dari
tahap pelaporan, klarifkasi, mediasi sampai rekomendasi merupakan bentuk
aplikasi dari maqasid asy-syari’ah terhadap penjagaan lima tujuan pokok,

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan
pembahasan mengenai keberadaaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut
Maqasid asy-Syari’ah adalah sebagai berikut :
1. Lembaga Ombudsman Daearah DIY merupakan Lembaga yang dibentuk

berdasarkan SK Gubernur Nomor 134 tahun 2004, alangkah lebih baiknya

104
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Lembaga ini mulai dibahas oleh DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah,
sehingga status hukumnya lebih jelas. Dengan Perda lembaga ini akan cukup
efektif dan memiliki kekuatan tersendiri karena pembentukannya melibatkan
Gubernur, DPRD dan masyarakat, sehingga secara politik, moral dan hukum
ketiga elemen itu harus berkomitmen dengan peran yang akan dimainkan
Lembaga Ombudsman Daerah.

. Lembaga Ombudsman merupakan Lembaga pengawas eksternal yang
kewenangannya hanya sebagai pemberi pengaruh (hanya pada tahap
rekomendasi), oleh karena itu dirasa perlu Lembaga ini di beri kewenangan
yang lebih, mengingat perlunya Lembaga ini dalam pembentukan

pemerintahan yang baik dan bersih.
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